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BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKFPD)
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan  Dacrah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tala Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan REKPD, bahwa salah satu dokumen
perencanaan  pembangunan daerah adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
vang merupakan dokumen perencanaan

pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun

dan merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Daerah {RPD) dengan
memperhitunglkan potensi, peluang dan
kendala vang ada atau yang mungkin
mbul

hahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Tebo merupakan acuan
untuk menciptakan sincrgisitas
pelaksanaan pembangunan daerah antar
wilayah, menciptakan sinergisitas

pembangunan antar scktor pembangunan
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dan antar tingkat pemerintahan serta
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya

dalam pembangunan Daeral;

bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, perlu disusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo
Tahun 2025 vang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tebo.

Undang-Undang  Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903},
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 fTahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun [999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muarco Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sisten  Perencanaan  Pembangunan  Nasilonal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomuor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratuiiran Perundang-uindangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5234), sebagaimana telah
beberapakali  diubah terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentanyg Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahuan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 68561;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887). sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkalt Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik  Indonesita Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 6178});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {LLembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6327):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rcencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik

Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikast  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);



14,

15.

16.

17.

18,
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Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2
Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Pemerintah

Tahun 2025.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Kcuangan Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor ! tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun
2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka
Pamjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun
2006-2026  (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2007 Nomor 3), schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerahh Kabupaten Tebo Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah  Kabupaien Tebo Nomor 3 Talwan 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD} Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014
Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5 ).

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2025,

Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 12
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-
2026.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD} KABUPATEN TEBO
TAHUN 2025.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupad im yang dimaksud dengan .
l. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintah Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

5. Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah vang selanjutnva disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten

Tebo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Dacrah yvang sclanjutnya disingkat
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2025.

BAB 11
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 2

Sistematika Penulisan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025

disusun sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan

BAB 11 : Gambaran Umum Kondisi Daerah



BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VII : Penutup

BAB III
KAIDAH PELAKSANAN

Pasal 3

{si beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Peraturan Bupati ini tercantum dalam naskah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan
merupakan bagian yang tlidak terpisahkan dart Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pcmerintah Daerah (RKPL) Kabupaten Tebo
Tahun 2025 merupakan dokumen Kerija perencanaan

pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025.

Pasal 5

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah vang
otonom, maka semua instansi Pemerintah Kabupaten Tebo

harus mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap l{satu) tahun akan diadakan peninjauan kembah
terhadap Peraturan Bupati ini untuk disesuaikan dengan

Rencana Kerja Pemerintah.
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